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ABSTRAK

Indonesia memiliki catatan sejarah yang panjang dengan bencana tsunami. Dari sejumlah kejadian tsunami yang ada,
tsunami Samudra Hindia tahun 2004 dinilai sebagai bencana alam yang paling mematikan sepanjang abad dan paling
berperan dalam mengubah paradigma manajemen kebencanaan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau
pola kejadian tsunami dan perkembangan manajemen bencana di Indonesia setelah tsunami tahun 2004 dengan me-
manfaatkan database tsunami dan tinjauan literatur. Analisis deskriptif dilakukan terhadap distribusi spasial tsunami,
faktor pemicu tsunami, dampak tsunami, maupun informasi detil kejadian tsunami berdasarkan data dari instansi terkait
dan studi sebelumnya. Sebanyak 22 kejadian tsunami telah tercatat di Indonesia selama 2005-2018, di mana sebagian
besar lokasi tsunami terkonsentrasi di Pulau Sumatra bagian baratdan bersumber dari Samudra Hindia. Tujuh kejadian
diantaranya menimbulkan dampak signifikan, termasuk dua tsunami terakhir yang dipicu oleh faktor non-seismik.
Sistem manajemen bencana sebenarnya telah mengalami perubahan secara besar-besaran setelah tsunami tahun 2004,
mulai dari berlakunya peraturan perundang-undangan tentang penanggulangan bencana, pembentukan institusi baru
untuk penanggulangan bencana, hingga konstuksi sistem peringatan dini tsunami (InaTEWS). Meskipun telah berfokus
pada upaya preventif, dampak tsunami dalam beberapa tahun terakhir masih cukup besar. Hal ini dipengaruhi oleh 4
faktor utama: (1) konsentrasi penduduk yang tinggi di area bahaya tsunami, (2) terbatasnya infrastruktur diseminasi
peringatan dini, (3) kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan evakuasi mandiri tanpa menunggu peringatan,
dan (4) sistem peringatan dini tsunami belum mempertimbangkan faktor non seismik.

Kata kunci: manajemen bencana, peringatan dini, pola spasial, tsunami, Indonesia

ABSTRACT

Indonesia has a long history with the tsunami. From numerous tsunami events in the world, the 2004 Indian Ocean
tsunami was considered as the deadliest natural disaster of the century and had the most role in changing the para-
digm of disaster management in Indonesia. This study aims to review the spatial pattern of tsunami events and the
development of disaster management in Indonesia following the 2004 tsunami through the tsunami database and
literature review. We carried out a descriptive analysis of the spatial distribution of the tsunami, tsunami trigger fac-
tors, tsunami impacts, and other detailed information on tsunami events based on data from relevant agencies and
previous studies. At least there are 22 tsunami events were recorded in Indonesia in the period of 2005-2018, where
most of its locations were concentrated on the western part of Sumatra Island and sourced from the Indian Ocean.
We had identified that seven of these events have significant impacts, including the last two tsunamis triggered by
non-seismic factors. The disaster management system has actually improved drastically following the 2004 tsunami,
such as the enactment of laws and regulations on disaster management, the establishment of special institutions for
disaster management, and the construction of a tsunami early warning system (InaTEWS). Although it has focused
on preventive measures, tsunami impacts in recent years are still quite large. This situation is affected by four factors:
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(1) high and dense population in the tsunami hazard area, (2) limited infrastructure for early warning dissemination,
(3) lack of public awareness to conduct evacuations following the disaster events, and (4) early warning systems for

tsunami has not considered yet the non-seismic factors.

Keywords: disaster management, early warning, spatial pattern, tsunami, Indonesia

PENDAHULUAN

Tsunami merupakan bencana alam yang me-
miliki dampak destruktif yang masif terhadap
wilayah yang dilaluinya. Kejadian tsunami di
dunia dalam catatan sejarah telah menimbulkan
korban jiwa yang sangat besar, di antara ke-
jadian tsunami tersebut adalah tsunami Samudra
Hindia 2004, tsunami Chili 2010, dan tsunami
Jepang 2011. Secara terminologi, tsunami diar-
tikan sebagai sebagai suatu gelombang air laut
yang ditimbulkan dari perubahan/pergerakan
vertikal dari kolom air secara tiba-tiba (Bryant,
2014; Mutagqin drr., 2019a). Tsunami merupakan
bencana yang memiliki frekuensi kejadian yang
rendah dengan periode ulang yang panjang,
namun memiliki magnitudo yang besar (Wong,
2009). Selain itu, bencana tsunami juga memi-
liki frekuensi kejadian yang tidak pasti, sehingga
sulit untuk dapat diprediksi.

Bencana tsunami dapat disebabkan oleh be-
berapa faktor, di antaranya adalah akibat gempa
bumi, letusan gunung api, longsor, tumbukan/
benturan asteroid, fenomena meteorologis,
dan aktivitas manusia seperti ledakan bom
nuklir (Bryant, 2014; BMKG, 2019; Mutaqin
drr., 2019a). Suatu wilayah akan lebih rentan
terhadap bencana tsunami apabila mempun-
yai frekuensi kegempaan yang tinggi maupun
jumlah gunung api bawah laut yang banyak.
Berdasarkan kriteria tersebut, Indonesia yang
merupakan negara kepulauan terbesar di du-
nia dengan garis pantai terpanjang di dunia
mencapai lebih dari 99.000 km (Forbes, 2014;
Mutagqin, 2017), termasuk kategori rentan terha-
dap bencana tsunami. Indonesia secara geologi
berada di pertemuan tiga lempeng utama aktif
di dunia, yaitu Lempeng Eurasia, Lempeng
Indo-Australia, dan Lempeng Pasifik. Hal ini
menyebabkan aktivitas seismik di Indonesia
sangat intensif. Indonesia juga dilalui banyak
jalur gunung api aktif, baik yang ada di daratan
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maupun bawah permukaan laut. Kondisi geologi
dan geomorfologi yang demikian menyebabkan
beberapa wilayah di Indonesia dalam kurun
waktu 416-2018 pernah terdampak setidaknya
246 kejadian tsunami (BMKG, 2019) (Gambar
1).

Salah satu kejadian tsunami yang menimbulkan
kerugian besar adalah Tsunami Samudra Hindia
(Indian Ocean Tsunami/IOT) pada tahun 2004
(McAdoo drr., 2006; Paris drr., 2009; Wong,
2009). Tsunami yang berdampak besar di
Provinsi Aceh tersebut disebabkan oleh gempa
bumi mega thrust berskala 9,1 Mw yang terjadi
padaepisentrum 3,3[1 LUdan 95,81 BT (BMKG,
2019; NGDC/WDS, 2019). Kekuatan gempa
bumi yang terjadi menciptakan gelombang be-
sar bergerak jauh ke arah daratan. Tsunami ini
terdiri atas tiga gelombang utama dengan arah
kedatangan berbeda dan ketinggian tsunaminya
antara kurang dari 5 meter (gelombang pertama)
dan mencapai 30 meter (gelombang kedua)
(Paris drr., 2009). Dampak dari gelombang tsu-
nami ini meliputi puluhan negara dan menjadi
salah satu catatan buruk Indonesia dalam pen-
anggulangan bencana namun menjadi titik balik
dalam manajemen pengurangan risiko bencana
di Indonesia (Faturahman, 2018).

Penanggulangan bencana di Indonesia sebelum
tsunami 2004 cenderung bersifat responsif ter-
hadap kejadian bencana, pasca dikeluarkannya
Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 ten-
tang Penanggulangan Bencana maka kerangka
penanggulangan berubah menjadi bersifat
preventif. Salah satu upaya pengurangan risiko
yang bersifat preventif adalah pengenalan pola
kejadian bencana untuk dapat meminimalisasi
risiko yang mungkin ditimbulkan dari bencana
tersebut. Namun, hal ini menjadi tantangan
tersendiri, mengingat pola kejadian bencana
tsunami cenderung sulit untuk dapat dikenali.
Pemahaman terhadap pola faktor penyebab
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Gambar 1. Peta sebaran sumber tsunami di Indonesia tahun 416-2018 (Sumber: BMKG, 2019 yang dimodifikasi).

tsunami merupakan salah satu pendekatan
yang dapat dilakukan untuk mengetahui pola
kejadian bencana tsunami. Namun demikian,
kajian tersebut masih jarang dilakukan oleh
para peneliti di bidang kebencanaan. Kajian
terhadap pola bencana tsunami merupakan hal
yang penting untuk dilakukan. Kajian terkait
kejadian-kejadian bencana di masa lampau
dapat menjadi sebuah pelajaran tersendiri bagi
perbaikan, peningkatan, atau perubahan bentuk
mitigasi bencana yang lebih efektif (Cheema
drr., 2016; Hoffmann dan Muttarak, 2017; Mu-
taqin drr., 2019a; Mutagqin drr., 2019b; Mutaqin
dan Lavigne, 2019). Artikel ini menyajikan
ulasan dan tinjauan terkait pola spasial kejadian
tsunami dan perkembangan manajemen bencana
di Indonesia, khususnya tsunami tahun 2004
hingga tahun 2018. Peridode waktu tersebut
dipilih sebab tsunami Samudra Hindia tahun
2004 menjadi bencana tsunami dengan dampak
terbesar pada abad ke-21 bagi Indonesia. Selain
itu, periode waktu tersebut dipilih agar dapat

memberikan tinjauan upaya pengurangan risiko
yang telah dilakukan pemerintah Indonesia pada
kejadian bencana serupa pasca tsunami Samudra
Hindia tahun 2004. Tinjauan ini diharapkan
dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran
masyarakat tentang bahaya dan risiko tsunami
di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Telaah dilakukan terhadap data tsunami yang
dikompilasi dari berbagai sumber data. Sumber
data yang digunakan antara lain berasal dari:
(1) katalog tsunami National Geophysical Data
Center/World Data Service (NGDC/WDS)
yang dapat diakses pada tautan https://www.
ngdc.noaa.gov/hazard/tsu.shtml (NGDC/WDS,
2019), (2) katalog tsunami Badan Meteorologi
Klimatologi dan Geofisika (BMKG) pada tautan
https://cdn.bmkg.go.id/Web/Katalog-Tsunami-
Indonesia-pertahun-416-2018.pdf (BMKG,
2019), dan (3) Data Informasi Bencana Indo-
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nesia dari Badan Nasional Penanggulangan
Bencana (BNPB) (BNPB, 2011). Tinjauan ini
juga dilakukan dengan menggunakan berbagai
literatur, seperti artikel pada jurnal ilmiah yang
membahas kejadian tsunami di Indonesia, buku,
Undang-Undang, dan pedoman teknis. Analisis
deskriptif dilakukan terhadap distribusi spasial
tsunami, factor pemicu tsunami, dampak tsu-
nami, dan kejadian tsunami berdasarkan data
penelitian sebelumnya yang dikombinasikan
dengan tiga data yang sudah diuraikan sebelum-
nya. Sistematika telaah secara ringkas disajikan
pada Gambar 2.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tsunami adalah salah satu bencana yang sulit
untuk dapat dipahami pola kejadiannya. Ber-
dasarkan 1.340 kejadian tsunami yang te rcatat
dari abad ke-4 SM, 1.066 tsunami (79,6%)
disebabkan karena gempa bumi dan 139 tsunami
disebabkan karena aktifitas gunung api (NGDC/
WDS, 2019; Mutaqin drr., 2019a). Tsunami
pada dasarnya tidak hanya disebabkan oleh satu
faktor tunggal, hal ini juga terlihat dari pola
kejadian tsunami di Indonesia setelah tsunami
Samudra Hindia tahun 2004. Berdasarkan data
rekaman bencana tsunami dalam NGDC/WDS
(2019) dan BMKG (2019), maka dapat diketahui
bahwa pasca Tsunami Samudra Hindia 2004

terdapat 22 total kejadian tsunami di Indone-
sia selama 2005-2018 dengan berbagai faktor
pemicu. Sebanyak tujuh kejadian diantaranya
menimbulkan dampak yang signifikan dan
disajikan pada Tabel 1.

Berdasarkan Tabel 1 dan Gambar 3 dapat
diketahui adanya pola bahwa tsunami besar
tersebut mayoritas terjadi pada wilayah barat
Pulau Sumatra dan wilayah selatan Pulau Jawa.
Selain tsunami utama, terdapat juga tsunami-
tsunami berskala kecil dengan jumlah kejadian
dan frekuensi yang lebih sering dibanding tsu-
nami berskala besar, yaitu terjadi sebanyak 15
kejadian. Tsunami dengan skala kecil tersebut
banyak terjadi di wilayah barat Pulau Sumatra
terutama di wilayah kepulauan di Pulau Suma-
tra (Pulau Mentawai dan Pulau Nias).

Pasca tsunami 2004, tsunami setiap tahun ter-
jadi di Indonesia, kecuali pada 2013, 2015, dan
2017. Pola kejadian tsunami di Indonesia pasca
tsunami 2004 menunjukkan bahwa frekuensi
kejadian tsunami berkekuatan besar lebih se-
dikit dibanding dengan tsunami berkekuatan
kecil (Gambar 4). Berdasarkan Tabel 1 dapat
diketahui bahwa tsunami besar terjadi selama
2 tahun berturut-turut (2005 dan 2006) pasca
tsunami 2004. Tsunami besar pada tahun beri-
kutnya berselang 5 tahun (2011) dan terjadi
lagi 7 tahun berikutnya (2018). Sementara itu,
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Gambar 2. Sistematika telaah pola kejadian tsunami dan perkembangan manajemen bencana di Indonesia.
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Tabel 1. Data Kejadian Tsunami Berkekuatan Besar di Indonesia
(Sumber: BNPB, 2011; BMKG, 2019; NGDC/WDS, 2019; Takabatake drr., 2019; Mutaqin drr., 2019a)
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Gambar 3. Distribusi kejadian tsunami di Indonesia setelah IOT 2004
(Sumber: BNPB, 2011; BMKG, 2018; NGDC/WDS, 2019; Takabatake drr., 2019; Mutaqin drr., 2019a).
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Gambar 4. Frekuensi kejadian tsunami berintensitas besar dan tsunami berintensitas kecil di Indonesia tahun 2005-2018.

kejadian tsunami kecil memiliki frekuensi yang
lebih sering, di mana hampir setiap tahunnya
terjadi tsunami kecil. Jumlah kejadian tsunami,
baik besar maupun kecil, menunjukkan tren
yang fluktuatif dengan jumlah kejadian tsu-
nami terbanyak ada pada tahun 2009. Kejadian
tsunami di Indonesia pasca tsunami 2004 tidak
menunjukkan pola pengulangan yang konsisten,
menunjukkan pola sebaran spasial yang jelas
yaitu mengelompok pada wilayah barat Pulau
Sumatra, selatan Pulau Jawa, dan wilayah kepu-
lauan Maluku dan sebagian Sulawesi.

Tsunami intensitas besar kembali terjadi di In-
donesia sebanyak 3 kali, yaitu di Pulau Nias, Pu-
lau Buru, dan selatan Pulau Jawa hanya dalam
waktu 2 tahun pasca tsunami 2004 (Lavigne
drr., 2007; Pariatmono, 2012; Satake drr., 2013;
Paris drr., 2014). Di antara ketiga tsunami terse-
but, dampak terparah akibat tsunami terdapat
di selatan Pulau Jawa. Ketinggian maksimal
tsunami di selatan Pulau Jawa juga lebih besar
daripada 2 tsunami lain di Pulau Nias dan Pu-
lau Buru, meskipun magnitudo gempa bumi di
selatan Pulau Jawa lebih kecil dari gempa bumi
di Nias. Tsunami ini bahkan tercatat sebagai
earthquake-triggered tsunami paling memati-
kan sepanjang masa di pulau tersebut (Lavigne
drr., 2007). Penyebab dari banyaknya korban
pesisir selatan Jawa selain karena besarnya in-
tensitas tsunami ialah karena tidak tersedianya
sistem peringatan dini untuk bencana tsunami.
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Pada 2010-2011, tsunami intensitas besar terjadi
sebanyak 2 kali yaitu di Kepulauan Mentawai
dan Jayapura. Tsunami Mentawai dipicu oleh
gempa bumi besar berkekuatan 7,8 Mw (Pari-
atmono, 2012; Satake drr., 2013). Wilayah ini
mengalami seismic gap karena gempa bumi
besar terakhir kali terjadi pada 1833 (Satake
drr., 2013). Pengalaman historis kebencanaan
yang terlupakan terbukti menimbulkan dampak
yang sangat besar (Satake drr., 2013; Mutaqin
drr., 2019a). Sementara itu, peristiwa tsunami
di Jayapura pada 2011 merupakan kejadian far-
field tsunami pertama yang terjadi di Indonesia
selama abad 21. Kejadian tsunami di Jayapura
dipengaruhi oleh kejadian tsunami di Tohoku,
dimana kedua tsunami tersebut dipicu oleh
satu gempa yang sama dengan selisih waktu
kejadian 6 jam (Diposaptono drr., 2013). Fakta
ini menunjukkan bahwa kejadian tsunami dapat
dipicu oleh pusat gempa bumi yang jauh dari
lokasi terjadinya tsunami, bahkan hingga lintas
negara. Dampak yang ditimbulkan juga tidak
sedikit. Hal ini memberi pelajaran bagi Indone-
sia bahwa dampak far-field tsunami tidak boleh
diremehkan. Pada kejadian tsunami di Jayapura,
BMKG telah memberikan peringatan tsunami
melalui radio yang kemudian direspon dengan
evakuasi masyarakat sehingga korban mening-
gal dunia hanya 1 orang. Namun, 20 bangunan
tercatat mengalami kerusakan akibat peristiwa
tersebut (Diposaptono drr., 2013; BMKG, 2019).
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Kejadian tsunami intensitas tinggi sempat me-
ngalami jeda yang cukup lama (7 tahun) pasca
tsunami Jayapura 2011. Tahun 2018 tercatat
terdapat 2 kejadian tsunami yang dipicu oleh
faktor non seismik yaitu tsunami di Palu dan
Donggala (Arikawa drr., 2018; Muhari drr.,
2018; Syamsidik drr., 2019) serta tsunami di Se-
lat Sunda (Takabatake drr., 2019). Faktor pemicu
tsunami Palu dan Donggala tahun 2018 berupa
gempa bumi dan longsor, sementara itu pada
tsunami Selat Sunda tahun 2018 faktor pemicu-
nya berupa letusan gunungapi Anak Krakatau
dan longsor sebagian badan gunungapi Anak
Krakatau. Mekanisme tsunami di Palu dan
Donggala itu sendiri tidak lazim karena berasal
dari pergerakan strike-slip fault dan berpusat di
daratan. Hal ini pun dibuat semakin kompleks
karena beberapa penelitian menunjukkan bahwa
mekanisme tsunaminya diduga lebih dipenga-
ruhi oleh longsor bawahlaut, aerial landslide,
hingga subsidensi karena periode gelombangnya
pendek (Arikawa drr., 2018; Mubhari drr., 2018;
Syamsidik drr., 2019). Jumlah korban jiwa
akibat tsunami tersebut tercatat sebanyak lebih
dari 3.000 jiwa sehingga tsunami ini dikategori-
kan sebagai bencana alam dengan korban jiwa
terbesar setelah tsunami Samudra Hindia 2004
selama abad 21 di Indonesia. Faktor utama yang
menyebabkan besarnya korban jiwa tersebut
ialah singkatnya masa evakuasi (kurang dari
4 menit) dan kegagalan diseminasi peringatan
dini kemasyarakat.

Sementara itu, mekanisme tsunami di Selat Sun-
da pada 2018 juga sangat jarang terjadi. NGDC/
WDS (2019) mencatat tsunami di Indonesia
dengan mekanisme serupa terjadi terakhir kali
pada 1928 di Flores. Menurut klasifikasi Paris
drr. (2014) dan Mutaqin drr. (2019a), mekanisme
sumber tsunami tersebut berasal dari subaerial
failure Gunung api Anak Krakatau. Karena be-
lum adanya sistem peringatan dini yang mampu
menangkap potensi tsunami vulkanik, masyara-
kat tidak menyadari gejala tsunami sehingga
jumlah korban jiwa cukup besar. Kejadian
tsunami serupa di Selat Sunda pernah terjadi
pada tahun 1883, erupsi besar Gunungapi Anak
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Krakatau dengan Volcanic Explosive Index
(VEI) 6 telah menyebabkan tsunami setinggi 30
meter di sepanjang pesisir Selat Sunda sebagai
akibat dari masuknya material letusan ke dalam
laut (Verbeek, 1885; Maeno dan Imamura, 2011;
Mutagqin drr., 2019a). Meskipun sama-sama ter-
golong sebagai tsunami vulkanik, mekanisme
sumber tsunami Krakatau 1883 berasal dari
aliran piroklastik (Maeno dan Imamura, 2011;
Paris drr., 2014; Mutaqin drr., 2019a). Hal ini
menunjukkan pentingnya pengamatan potensi
tsunami vulkanik yang mekanisme sumbernya
relatif kompleks agar risiko di masa depan dapat
dikurangi (Mutaqin drr., 2019a; Mutagqin drr.,
2019b).

Manajemen bencana di Indonesia beberapa kali
mengalami perubahan sistem. Hal ini ditun-
jukkan pada Gambar 5 mengenai perubahan
institusional manajemen bencana sejak 1945
hingga 2008. Penanganan bencana di Indone-
sia pada awal kemerdekaan hanya fokus pada
korban perang. Selanjutnya, pemerintah mulai
fokus pula pada bencana alam dan non alam
melalui pembentukan institusi ad hoc yang be-
berapa kali mengalami perubahan nama hingga
terbentuknya badan koordinasi dan baru pada
2008 menjadi institusi tersendiri yang berfungsi
mengkoordinasikan kegiatan penanggulangan
bencana secara menyeluruh serta sudah memi-
liki anggaran tersendiri (James, 2008; Lassa,
2013; Intarti drr., 2013; Das dan Luthfi, 2017).

Pengurangan risiko bencana, termasuk tsunami,
belum menjadi prioritas utama pemerintah
dalam aspek manajemen bencana sebelum
terjadinya tsunami Samudra Hindia 2004. Fak-
tanya, beberapa tsunami besar sebenarnya su-
dah terjadi beberapa kali di Indonesia sebelum
tsunami 2004 serta turut menimbulkan banyak
korban jiwa maupun kerugian ekonomi. BMKG
(2018) mencatat setidaknya ada 6 peristiwa
tsunami di Indonesia yang menyebabkan 100
atau lebih orang meninggal selama 1945-2003.
Bencana tsunami Flores pada 1992 bahkan
menjadi bencana tsunami yang paling destruk-
tif selama abad 20, di mana peristiwa tersebut
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1945-1966

Badan Penolong Keluarga
Korban Perang (BPKKP)

1966-1967

Badan Pertimbangan
Penanggulangan Bencana
Alam Pusat (BP2BAP)

1967-1979

Tim Koordinasi Nasional
Penanggulangan Bencana
Alam (TKP2BA)

o

d 2000-2005

Badan Koordinasi
Nasional Penanggulangan
Bencana dan Penanganan

Pengungsi (Bakornas PBP)
N

1990-2000

Badan Koordinasi
Nasional Penanggulangan
Bencana (Bakornas PB)

1979-1990
Badan Koordinasi

Nasional Penanggulangan
Bencana Alam (Bakornas
PBA)

o

2000-2005

Badan Koordinasi
Nasional Penanganan
Bencana (Bakornas PB)

2005-sekarang

Badan Nasional
Penanggulangan Bencana

Gambar 5. Sejarah perubahan institusi manajemen bencana di Indonesia (BNPB, 2020).

menyebabkan sekitar 2.500 jiwa meninggal.
Meskipun bencana tersebut ditetapkan sebagai
bencana nasional (seperti kasus tsunami 2004),
sistem manajemen bencana di Indonesia tidak
mengalami perubahan secara berarti (Lassa,
2013). Paradigma penanganan bencana terda-
hulu masih cenderung reaktif karena hanya
berfokus pada respon kedaruratan dan hanya
ada sedikit mekanisme khusus yang dilakukan
untuk upaya preventif (James, 2008; Das dan
Luthfi, 2017).

Peristiwa tsunami Samudra Hindia 2004 mem-
berikan jendela kesempatan (windows of oppor-
tunity) bagi perkembangan pengurangan risiko
bencana secara keseluruhan, baik pada skala
nasional di Indonesia maupun internasional
(Djalante drr., 2012). Pasca peristiwa tersebut,
paradigma manajemen bencana yang proaktif
mulai menjadi perhatian utama, terutama sejak
pembentukan Badan Nasional Penanggula-
ngan Bencana (BNPB) pada 2008. Pemerintah
juga memformulasikan regulasi kunci terkait
manajemen bencana (misalnya Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana), serta penetapan Rencana Nasional
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Penanggulangan Bencana dan Rencana Aksi
Nasional Penanggulangan Risiko Bencana.
Sistem manajemen bencana yang pada awalnya
merupakan tanggungjawab pemerintah pusat
sepenuhnya menjadi terdesentralisasi melalui
pelibatan pemerintah lokal. Selain itu, Indonesia
turut meratifikasi Hyogo Framework for Action
(HFA) pada 2005 di mana indikator kuncinya
menjadi landasan bagi kebijakan pengurangan
risiko bencana di Indonesia.

Salah satu langkah penting lain yang dilakukan
dalam pengurangan risiko tsunami ialah insta-
lasi sistem peringatan dini (/ndonesia Tsunami
Early Warning System/InaTEWS) pada 2005
dan selesai pada 2008 (Mardiatno dan Mutaqin,
2011). InaTEWS memiliki 3 konsep dasar di an-
taranya komponen operasional, mitigasi dan re-
spon kondisi darurat, serta pembangunan kapa-
sitas (BMKG, 2010). Peringatan dini tsunami
di Indonesia tidak menjadi tugas utama BNPB,
melainkan Badan Meteorologi, Klimatologi,
dan Geofisika (BMKG). Meskipun demikian,
penerapan InaTEWS melibatkan belasan insti-
tusi nasional lainnya serta didukung oleh bebe-
rapa negara donor, organisasi internasional dan
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non-governmental organization (NGO). Desain
InaTEWS terdiri atas sistem pemantauan darat
(seperti stasiun seismik dan global positioning
system) dan laut (seperti buoy dan tide gauges)
serta sistem komunikasi berbasis satelit. Pe-
ringatan potensi tsunami akan muncul hanya
dalam waktu 5 menit pasca gempa bumi terjadi
dengan beberapa kriteria tertentu: (1) magni-
tudo gempa bumi > 7 Mw, (2) sumber gempa
bumi berada di bawah laut dengan kedalaman
<100 kilometer, (3) terjadi deformasi vertikal
berupa dip-slip fault, dan (4) jarak pusat gempa
bumi dari pantai memungkinkan terbentuknya
tsunami (BMKG, 2012). Pemerintah meluncur-
kan program pembangunan tempat evakuasi
sementara, konservasi hutan pantai dan gumuk,
perencanaan tata ruang, dan pemetaan bahaya
tsunami untuk mendukung kinerja sistem pe-
ringatan dini dalam hal pengurangan risiko.

Dari beberapa kejadian tsunami di Indonesia
pasca-Tsunami Samudra Hindia 2004, ada
beberapa pelajaran sekaligus tantangan baru
dalam manajemen bencana tsunami. Selama
2005-2008, terdapat empat kejadian tsunami
kecil dan tiga kejadian tsunami utama di Indo-
nesia seperti tsunami Nias 2005, tsunami Buru
2006, dan tsunami Jawa 2006. Periode ini dapat
dikatakan sebagai transisi perubahan paradigma
dalam manajemen bencana dengan Bakornas
Penanganan Bencana sebagai institusi yang
bertanggungjawab dalam mengkoordinasikan
pelaksanaan penanganan bencana. Dengan
jumlah total tsunami sebanyak 7 kejadian dalam
kurun waktu 3 tahun saja, hal ini menunjuk-
kan pentingnya penyelesaian instalasi sistem
peringatan dini sesegera mungkin.

Pasca reformasi sistem manajemen bencana di
Indonesia (termasuk pembentukan BNPB dan
penyelesaian konstruksi InaTEWS), tsunami
skala besar terjadi di Kepulauan Mentawai,
Sumatera Barat pada 2010. Tsunami ini seolah
menjadi percobaan pertama bagi Indonesia un-
tuk menilai sejauh mana perkembangan pengu-
rangan risiko tsunami. Meskipun peringatan
tsunami telah dikeluarkan 5 menit pasca gempa
bumi terjadi, dampak kejadian tsunami tersebut

setelah Tsunami Samudra Hindia Tahun 2004: Sebuah Tinjauan

masih sangat besar (Tabel 1). Hasil penelitian
Pariatmono (2012) menunjukkan bahwa ada
beberapa faktor yang menyebabkan besarnya
jumlah korban jiwa di Mentawai akibat tsunami
2010 meskipun InaTEWS telah beroperasi.
Pertama, kurangnya ketersediaan fasilitas
umum, termasuk listrik dan komunikasi, serta
aksesibilitas transportasi yang buruk. Kedua,
tidak adanya kearifan lokal terkait pengurangan
risiko tsunami. Ketiga, sebagian besar pen-
duduk tidak menerima informasi secara resmi
dari otoritas meskipun BMKG telah memberi
peringatan karena keterbatasan fasilitas komu-
nikasi. Karena hal tersebut, BMKG melakukan
perubahan skema peringatan dengan harapan
dampak kejadian tsunami selanjutnya dapat
dikurangi (BMKG, 2012).

Sistem peringatan dini tsunami juga mengalami
permasalahan pada saat kejadian tsunami di
Jayapura 2011 (Diposaptono drr., 2013). Ma-
syarakat pada saat itu sebenarnya telah berhasil
mengevakuasi diri ke area perbukitan setelah
menerima peringatan tsunami pertama. Namun
demikian, peringatan tersebut diberhentikan
ketika tide gauges masih mengamati adanya
tsunami. Hal ini mengakibatkan masyarakat
justru menginterpretasi kondisi di wilayah ter-
dampak tsunami telah aman. Situasi tersebut
pada akhirnya mengakibatkan korban jiwa,
yaitu meninggalnya orang yang kembali ke
dataran rendah dikarenakan terbawa gelom-
bang tsunami susulan. Oleh karena itu, sistem
pemantauan laut dan pusat peringatan harus
diintegrasikan secara baik agar tidak lagi terjadi
pembatalan peringatan yang tidak perlu.

Adanya tsunami Palu dan Donggala 2018 serta
tsunami Selat Sunda 2018 turut menunjuk-
kan bahwa sistem peringatan dini tsunami
masih perlu dibenahi. Kedua tsunami tersebut
disebabkan oleh faktor non-seismik sehingga
InaTEWS belum dapat mendeteksinya. Pada
kasus tsunami Palu dan Donggala, BMKG
sebenarnya telah mengeluarkan peringatan
dini tsunami meskipun episentrumnya di darat
dan dipengaruhi oleh mekanisme sesar geser.
Namun, kejadian tsunami tersebut datang lebih
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cepat dari peringatan dini karena waktu tiba tsu-
nami hanya kurang dari 4 menit setelah gempa
bumi (UNDRR dan UNESCO-IOC, 2019).
Singkatnya waktu kedatangan tsunami diduga
disebabkan oleh faktor lokal berupa longsor
yang memicu ketidakstabilan kolom air. Pada
kasus tsunami Selat Sunda, BMKG bahkan
sama sekali tidak dapat mengirimkan informasi
peringatan dini karena tidak adanya alat yang
mampu mendeteksi tsunami vulkanik meskipun
sebelumnya sudah dapat diidentifikasi material
gunungapi Anak Krakatau yang masuk ke laut
(Mutagqin drr., 2019a; Takabatake drr., 2019). Hal
inilah yang menjadi faktor utama besarnya kor-
ban jiwa yang ditimbulkan pada kedua kejadian
tsunami tersebut. Masyarakat di area terdampak
kehilangan golden time untuk menyelamatkan
diri dari tsunami. Pelajaran utama yang dapat
diambil dari kedua peristiwa tersebut adalah
pentingnya sistem peringatan dini tsunami
non-seismik karena selama ini InaTEWS hanya
dapat mendeteksi potensi tsunami akibat gempa
bumi tektonik. Selain itu, kesadaran masyarakat
akan potensi tsunami di wilayahnya juga perlu
ditingkatkan (Mutagqin drr., 2019a). Masyarakat
semestinya tidak menunggu sirine tsunami ber-
bunyi, melainkan langsung melakukan evakuasi
mandiri terutama jika terjadi gempa bumi yang
magnitudonya besar maupun gempa bumi kecil
dengan durasi yang lama.

KESIMPULAN

Pada periode 2005-2018 tercatat ada 22 ke-
jadian tsunami di Indonesia, dimana 7 kejadian
tsunami mempunyai dampak yang signifikan
yaitu tsunami di Pulau Nias (2005), Pulau
Buru (2006), Pulau Jawa bagian selatan (2006),
Kepulauan Mentawai (2010), Jayapura (2011),
Palu dan Donggala (2018), dan kepesisiran Selat
Sunda (2018). Dampak yang diakibatkan oleh
7 kejadian tsunami tersebut adalah 15 orang
meninggal, 4.963 orang meninggal dan hilang,
19.533 orang terluka, 69.056 orang terdampak
dan mengungsi, serta 107.581 bangunan hancur.
Besarnya kerugian yang disebabkan oleh
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bencana tsunami Samudra Hindia 2004 dan
juga tsunami dalam periode waktu 2005-2018
seharusnya dapat menjadi bahan pembelajaran
bagi Indonesia dalam mengembangkan model
pengurangan risiko yang lebih baik. Hal ini
pada dasarnya telah direspon melalui peruba-
han paradigma manajemen bencana melalui
instrumen perundang-undangan, namun dalam
praktiknya penerapan paradigma baru tersebut
belum maksimal. Upaya preventif masih be-
lum maksimal dilakukan pemerintah terbukti
dengan masih banyaknya korban jiwa yang
terdampak tsunami setelah tsunami Samudra
Hindia 2004. Peran sistem peringatan dini se-
bagai wujud dari upaya pencegahan dinilai tidak
maksimal karena belum mampu merespon pada
jenis-jenis tsunami yang dipicu oleh faktor non
seismik seperti tsunami di Palu-Donggala dan
Selat Sunda pada tahun 2018 serta terbatasnya
infrastruktur diseminasi.

Beberapa kegagalan dalam pengurangan risiko
dari bencana tsunami yang terjadi 14 tahun
terakhir tidak hanya berasal dari kegagalan
sistem peringatan dini, namun juga berasal
dari penataan ruang yang masih menempatkan
pusat-pusat penduduk di wilayah rawan bencana
(Mardiatno dan Mutaqgin, 2011). Tsunami Samu-
dra Hindia 2004 dengan korban yang begitu
banyak seharusnya dapat menjadi pelajaran bagi
pemerintah untuk tidak menempatkan pusat-
pusat penduduk di wilayah rawan bencana,
namun faktanyasaat ini masih banyak wilayah
rawan bencana yang dipadati permukiman pen-
duduk. Salah satu dampak fatalnya yang baru
saja terjadi adalah tsunami Palu dan Donggala,
tsunami yang disertai bencana likuifaksi telah
menimbulkan banyak korban jiwa sebab lokasi
bencana adalah juga lokasi pusat permukiman.
Kejadian tersebut seharusnya dapat menjadi
pembelajaran bahwa upaya pengurangan risiko
bencana tidak hanya dimaknai secara sempit
sebagai kewajiban BNPB saja melainkan juga
kewajiban semua sektor, salah satunya sektor
tata ruang wilayah. Pola dan struktur ruang di
Indonesia kedepan harus disesuaikan dengan
potensi tsunami yang ada di suatu wilayah,
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misalnya dengan menempatkan penduduk tidak
pada lokasi rawan tsunami dan menerapkan
proteksi alami terhadap tsunami (pembuatan
greenbelt, konservasi gumuk pasir dan terumbu
karang).

Terakhir dan tidak kalah penting, kesadaran
masyarakat akan potensi tsunami dan pemben-
tukan tsunami subculture sangat mempengaruhi
responnya terhadap tsunami mendatang. Pengu-
rangan risiko tsunami tidak cukup dilakukan
dengan improvisasi teknologi, tetapi juga harus
melalui upaya peningkatan kapasitas masyara-
kat karena mereka adalah subjek utama dalam
manajemen kebencanaan. Masyarakat seharus-
nya mampu mengambil pelajaran dari kejadian
tsunami masa lampau untuk mengurangi risiko
kedepannya. Salah satu contoh suksesnya ialah
terselamatkannya ribuan jiwa di Pulau Simeulue
akibat Tsunami Samudra Hindia 2004 karena
kearifan lokal smong yang telah ada sejak pasca-
tsunami 1907 (McAdoo drr., 2006). Evakuasi
mandiri (tanpa menunggu respon peringatan
dini) merupakan kunci dari pengurangan jum-
lah korban jiwa akibat tsunami, yang tentunya
didukung dengan penyediaan tempat dan jalur
evakuasi yang memadai serta memanfaatkan
waktu krisis sebaik-baiknya untuk menyela-
matkan diri.
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